SALINAN

PROVINST JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAT] KENDAL NOMORE 74
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDURKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGADS
NAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN

Menimbang

Mengingat

KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

a. hahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas

pelaksanansn tugas dan lungsi pada Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kabupaten Kendal dengan diterbitkannya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hasil Verihkas: dan
Validasi Femutakhiran Klasifikasi, Kodelilcasi, dan
Nomenldatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor ¥4 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan
Kehudayaan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kendal dipandang sudah ndalk
scsual dengan kondisi sckarang schingga periu dadakan
perubahan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Alas Persturan Bupati Kendal
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudulkan, Susunsn
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tara Kerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;

Undang-Undang Neomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinst Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9  Tahun 1963 tentang
Pemmbentulkan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nemor 13 Tahun 19530 tentang
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Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 1965 Nomer 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ftentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 MNomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomol
5234] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubaban atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor |83, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6398},
.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomeor 6, Tambahan Lembaran Negara BEepublik
Indonecsia Nomor 334594 ];

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah telah diubah heberapa kali  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciplta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Komor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 635733
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulal berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-dacrah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daecrah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan RKotamadya Daerah Tingkat [ Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomaor
25, Tambahan Lembxaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4079]:

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkal Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambshan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang  Perubahan Atas Perataran Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402

,Peraturan Presiden Nomor &7 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011  tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-
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12,

13,

undangan {Lembaran Negara Republik [Indonesia Tabun
2014 Nomor 199);
Peraturan Menterli Dalam Negeri Nomor 820 Tahbun 215
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20.36]
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Menters Dalan
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Dacrah  [Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar 157),;
Peraturan Menteri Pendidilkan dan Kebudayvaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 1498] sebagaimani
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nemor 16 Tahun 2018 tlentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkal
Dacrah Bidang Pendidikan dan Kebudavaan [Berita Negars
Repuhblik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652];
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
FPemerintah Daerah Kabupaten Kendal {(Lembaran Dacrah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor & Sern E No.o 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomaor
157);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor & Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Momor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomao
3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupalen
Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten kendal Nomor 200];
Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 74 Scri [ No. 25) sebagaimana telah diuhah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2018
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati kendal
Nomor 74 Tahun 2010 tentang hkedudukan, Susunamn
Crrganisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas
Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Kendal (Berita
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 64},
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASIL, TUGAS
AN FUNGSL, SERTA TATA KERJA PADA  DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor
74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten kendal |Berita  Daerahb
Kabupaten Kendal Tahun 2014 Seri D No. 25] sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupalli Kendal Nomor 64
Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kera
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kendal
{Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor f4)
diubah scbagal berikut ;

l. Ketentuan huruf m Pasal © diubalh sehingza Pasal 6
berbunyi sehbagal berikut

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungst sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, Kepala Dinas mempunyal
rincian tugas :

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang
undangan dan  hasil  evaluasi  keglatan  tahun
sehelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinva serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas:

. menyelenggarakan koordinasi dan konsuliasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

d. merumuskan kehijakan teknis urusan pemerintahan
bidang pendidikan dan kebudayaan di Dacrah sesuai
peraturan  perundang-undangan  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji  peraturan  perundang-
undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan
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h.a.

schagai bahan perumusan kebijakan tekms serta
pedoman pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan  pembinaan, pengawasan  dan
pengendalian  kegiatan di bidang pendidikan  dan
kebudayaan sesuat peraruran perundang-undangan
agar kinerja Dinas mencapal target yang telah
ditetapkan;

. menyelengearakan pelayanan prima, [asilitasi, dan

inovasi di bidang pendidikan dan kebudayaan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
guna peninglatan kualitas kerja;

.menerapkan  standar  operasional | prosedur (S0P

dalam penvelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan  Pendidikan
Nonformal, Pembinaan Sckolah Dasar, Pembind:n
Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan,
dan Kebudaysan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;

menvelenggarakan penyusunan Standar Pelayanan
Minimal {SPM) di bidang pendidikan;
menvelenggarakan dan membina kegiatan operasional
di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar,
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan
Ketenagaan, dan Kebudavaan sesual  dengan
peraturan perundang-undangan;

menerbitkan  dan mengendalikan izn di bidang
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Do dan
Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar,
Pembinaan Sckolah Menengah Pertama, Pembinaan
Ketenagaan, dan Kebudayaan sesual  dengan
peraturan perundang- undangan dan kewenangan
yang didelegasikan,

.mengoordinasikan dan supervisi | pelaksanaan

kepiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekaolah Dasar,
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan
Ketenagaan, dan Kebudayaan;

. menetaplan  kurikulum  muatan lokal  satuan

Pemhbinaan Pendidikan  Anak Usia  [hinid dan
Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar,
Pembingan Sekolah Menengah Pertama;

. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan

evaluasi pelaksanaan penilaian hasil belajar pada
Sekolah Menengah Pertama berupa penilaian tengah
semester, pentlaian  akhir semester, Asesmen
Kompetensi Minimum dan ujian  sekolah, untuk
mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar;

n. merencanakan  kKebutuhan pendidik  dan  tenagn



kependidikan pada Pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal, Pembinasn Sekolah
Dasar, Pembinaan Sckolah Menengah Pertama,
Pembinaan Ketenagaan, dan Kebudayaan;

0. melaksanakan  penempatan,  pemindahan,  dan
pemerataan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar,
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; Pembinaan
Ketenagaan, dan Kebudayaan dalam Daerah pada
sesual peraturan perundang-undangan dan
kewenangan yang didelegasilian;

p. melaksanakan  pembinaan dan pengembangan
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dt dan
Pendidikan Neonformal, Pembinaan Sekolah Dasar,
Pembinaan Sckolah Menengah Pertama, Pembinaan
Ketenagaan, dan Kebudayaan;

. melaksanakan penetapan dan  pengelolaan cagar
budava, pengelolaan museum, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan  komunitas dan
lembaga adat, serta pembinaan Kesenian  dalam
Daerah;

r. menyelenggarakan pembinaan [ungsional lerhadap
unit-unit organisasi di lingkup Dinas,;

s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
lisan maupun terulls sebagal wuiud akuntabilitas
dan transparansi;

t. mengevaluasi dan menilal prestasi kerja bawshan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
sesual ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargann dan sanksi;

u. meénvampaikan saran dan  pertimbangan  kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis bherdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyvimpangan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi Dinas,

. Ketentuan hurul h, huruf k, dan huruf o ayat (3] Pasal
16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut |

Pasal 16

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian  Sckolah  Dasar
dipimpin oleh Kepala Seksi yvang berkedudukan s
bawah dan bertangsung jawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan Seckolah Dasar.

(2) Kepala Sekst Kurikulum dan Penilman Sekolah Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunva
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tugas melaksanakan scbagian tugas Kepala Didang

Pembinaan Seckolah Dasar dalam penviapan bahan

perumusan  kebjjakan  teknis, penpoordinasian,

pembinaan, pengawasarn, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan i bidang
kurikulum dan penilaian Seholah Dasar.

[3}] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {2}, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
Sekolah Dasar mempunyai rincian tugas :

a, menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Kurikulum dan  Penilaian  Selolah  Dasar
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnyn sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

L. menjabarkan perintah pimpinan telalud
pengkajlan permasalahan dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efektil dan efisien;

¢. membagt tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan bail
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan UgAas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
nstanst terkait bak vertikal maupun horzontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam  rangka sinkronisasi  dan  harmonisas
pelaksanaan tugas;

e, menelash dan mengkajl peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya scbagai bahan
atau pedormnan untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyviapkan bahan penyusunan petunjuk teknas,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnyva puna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

g. menviapkan bahan penetapan Kurikulum muatan
lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;

h. menyiapkan bahan pembinagan, pengembangan dan
perlindugnan bahasa dan SAstra VAE
penuturannya dari dalam Daerah;

i, melaksanakan sosialisasi implementasi keranghka
dasar dan struktur kurikulum dan  penilaian

Seloolah Diasar berdasarkan peraturan
perundangundangan:
j. melaksanakan pembinaan, pengendalian,

pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanasn
kurikulum dan penilaian Sckolah Dasar agar
sesuai dengan standar yang telah dilclapkan;

k. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan,
dan evaluasi pelaksanaan penilatan hasil belajar
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pada Seckolah Dasar berupa penilaian tengah
semester,  penilaian  akhir scmester, Ascsmcen
Kompetensi Minimum dan ujian sekolan untuk
mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar,

. melaksanakan koordinasi, sosialisasl, dan [asilitasi
pelaksanaan akreditasi Sekolah Dasar;

m. menviapkan hahan kajian pembiayiaan
penvelengearaan pendidikan pada Sekolaby Dasas
untuk terlaksananya pendidikan vang bermutu
sesual dengan standar yang telah ditetapkan;

n. melaksanakan pembinaan, evaluasi, supervisi, dan
pengawasan terhadap rencana  kegiatan  dan
angearan sckolah DEsar;
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantagan,
dan cvaluasi pelaksanaan bantuan operasional
sekolah pendamping pada Sckolah Dasar;

. menyiapkan hahan raAnCANgAN peraturan
perundang-undangan di bidang kurkulum  dan
pentlaian Sekolah Dasar,

- melaksanakan  inventarisasi  dan  pendataan
permasalahan di bidang kurikulum dan pentlaian
Sekolah Dasar;

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur  (S0P)  Kegialan  Seksi
kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar uniuk
peninglkatan kualitas pelayanan publik;

5. merencandlan, menyusun konsep dan menerapkan
pencapaian indikator Standar Pelayvanan Minimal
|SPM)] sesual dengan bidang tupasnya dan
peraturan perundang-undangan,

t. melaksanakan pemantauan dan rvaluasi
pelaksanaan kegiatan  Scksi Kurikulum dan
Penilaian sSekolah Dasar dengan cara mengukur
pencapaian  program  kerja vang  telah  disusun
untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawaban
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pembenan penghargaan dan sanksi;

v, menvusun laporan pelaksanaan kegiatan  kepada
pimpinan  sebagai wujud  akuntabilitas  dan
ransparansi pelaksanaan kegiatan,

w.menyampaikan sarsn dan pertimbangan kepada
pimnpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan: dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain darl pimpican
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
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3. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah schingga Masal 13
berbunyi sebagai berikut ;

{1

(2]

(5}

Fasal 18

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karalkier
Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Sekst yvang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawal
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
Kepala Seksi Peserta Didik dan  Pembangunan
karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyal ftugas melaksanakan sebagian
lugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembina:an, pengawasat,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan  kegiatan di bidang peserta didik dan
pembangunan karakter Selkaolah Dasar,

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud

pada ayat (2), Kepala Seksi Peserta Dichik dan

Pembangunan Karalter Sekolah Dasar mempunyai

rincian tugas ;

a. menvusun rencana dan program Kegiatan Seksi
Pesertn Didik dan Pembansunan Karakter Sekolab
Dasar  berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kepiatan tahun
sehelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, menjabarkan perintah pimpinan trelalui
pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan  agar pelaksanasn  tugas
berjalan efektif dan chsicn;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan ugas;

d. melaksanakan koordinasl dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam  rangka sinkronisasi  dan  harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e, menelaah dan mengkaji peraturan  perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan pelunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesua
linglup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan pembinaan minat, bakal, presiasi,
dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah
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Dasar serta melaksanakan pemantanan dan
evaluasinya,

h. menviapkan bahan rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang peserta didils dan
pembangunan karakter Sekolah Dasar,

i. melaksanakan  inventarisasi dan  pendataan
permasalahan  di  bidang peserta  didik  dan
pembangunan  karakter Sekolah Dasar sebagai
bahan evaluasi;

j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP] kegiatan Seksi Peserta
Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

k. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
[SPM| sesual dengan bidang tugasnya dan
peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi
pelaksanaan kegiatan Scksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

m. mengevaluast dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawail dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam ranglka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

n.menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud akuniabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegialan,

o. menyvampalkan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegilatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyvimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Ketentuan huruf h dan huruf k ayat (3) Pasal 20 diubah
schingga Pasal 20 berbunvi sebagai berikur :

Pasal 20

(1) Seksi Rurikulum dan Penilaian Sekoiah Menengah
Pertama  dipimpin  oleh  Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertangeung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Pertarma.

[2] Kepala Seksi Rurikulum  dan Penilaian  Sekolah
Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada avat
(1}, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

o] ""."
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Kepala Didang Pembinaan Seckelah Menengah

Pertama dalam penyiapan bahan  perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kurnkulum
dan penilaian Sckolah Menengah Pertama,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2], Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

Sckolah Menengah Pertama mempunyal rincian

tugas:

a. menyusun rencana dan program keginlan Seksi
Kurikuluim Penilalan Sekolah Menengah Pertamea
berdasarkan peraturan perundangundangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

by, menjabarkan perintah pimpinan mielalui
pengkajian permasalahan el peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan  (ugas
berjalan efektil dan elisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun fertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultast dengan
instansi terkait haik wvertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan Informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisas
pelaksanann tgas;

e, menelanh  dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sehagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

. menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan
lokal dan  kriteria penilaian Sekolah Menengah
Pertama;

h. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan
perlindungan hahasa dan sastra Vang
penutlurannya darl dalam Daerah;

i, melaksanakan sosialisasi implementasi kerangka
dasar dan strultur kurikulum dan  penilasn
Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan
perundang-undangan,

j. melaksanakan pembinaan, pengendalian,
permantauan, dan evaluas: terhadap pelaksanaan
kurikulum Sckolah Menengah Pertama agar sesual
dengan standar vang telah ditetapkan;



k. melaksanakan keoordinasi, fasilitasi, pemantagan,
dan evaluasi peclaksanaan penilalan hasil belajar
pada Sekolah Menengah Pertama berupa penilaian
tengah semester, penilaian akhir semester, ujian
sekolah, dan Asesmen Nasional untuk
mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar;

|. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan [asilitas]
pelaksanaan akreditasi sckolah menengah pertama,

m. menyiapkan bahan kajian pembiayaan
penyelenggaraan  pendidikan pada  Sckolah
Menengah Pertama untuk terlaksananya
pendidikan vang bermutu sesual dengan standar
yvang telah ditetapkan;

n. melaksanakan koordinasi, fasilitagsi, pemantauan,
dan cvaluasi pclaksanaan bantuan operasional
sekolah pada Sekolah Menengah Pertams;

o. melaksanakan pembinaan, evaluasi, supervisi, dan
pengawasan  terhadap rencana  kegiatan  dan
angegaran Scekolah Menengah Pertama,

p. menyiapkan hahan TANCATEZAN peraturan
perundang-undangan i bidang kurikulum dan
penilaian Sekolah Menengah Pertams;

q. melaksanakan  inventarisasi dan  pendataan
permasalahan i bidang kurikulum dan penilaian
Selkolah Menengah Pertama;

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur  [SOP] Kegiatan Seksi
Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah
Pertama untuk peningkatan Lkualitas pelayanan
publik;

5. merencanakan, menvusun konsep dan menerapkan
pencapalan indikator Slandar Pelavanan Minimal
(SPM] sesuai dengan bidang tugasnve dan
peraturan perundang-undangan;

t. melaksanakan pomantauan dan evaluas
pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum dan
Pentlaian Sekolah Menengah Pertama dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
lransparansi pelaksanaan kegiatan,;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis herdasarkan

i
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kajian agar keplatan berjalan lancar serta uniuk
menghindar penyimpangan; dan

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Ketentuan huruf §, huraf g, huruf h, hurul i, dan hurut |
ayat {4) Pasal 23 diubah schingga Pasal 23 Derbunyi
schagai berikut :

Pasal 23

(1] Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala
Bidang vang berkedudukan di  bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2] Kepala Bidang Pembinaan Kelenagaan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1), mempunyvar {ugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
perumusan  Kebijakan  teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pembinaan kelenagaan.

(3] Untuk melaksanaksn tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, PBidang Pembinaan Ketenagaan
mempunyal lungsi ;

a. perumusan kehijakan teknis di bidang pembinaan
ketenagaan;

b. pengoordinasian  dan  pelaksanaan  kegiatan  d|
bidang pembinaan ketenagaan;

c. pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
kegiatan di bidang pembinaan keétenagaan;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegintan i bidang
pembingan kelenagaan;

e. pelaksansan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pembinaan ketenagaan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang pembinaan ketenagaan,

(4] Untuk melaksanakan tugas dan lungsi schagaimans
dimaksud pada ayal (2) dan ayat (3], Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan mempunyai rincian fugas
a. menyusun rencana dan program kegiatan Biudang

Pembinaan Ketenagaan berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi keglatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;
. menjabarkan perintah pimpinan melalui
pengkajian permasalahan dan peraturan

perundang-undangan  agar pelaksanaan  tugas
berjalan efeletif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan bak

l"l\(
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secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

.melaksanakan koordinasi dan konsultast dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horizental
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisas
pelaksanaan tugas;

.menelaah dan mengkaji peraturan perandang-

undangan sesual linglkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
pembinaan ketenagaan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal, tenaga  kebudayaan
pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sckolah
menengah pertama;

. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan ketenagaan pendidikan anak usia dinid,
pendidikan nenformal, tenaga  kebudayaan
pendidilkkan sekalah dasar dan pendidilzan sekalah
menengah pertama;

.menvusun bahan rencana kebutuhan ketenagaan

pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal,
tenaga kebudayaan pendidikan sekolah dasar dan
pendidikan sekolah menengah pertama;
menyiapkan rekomendasi penempatan,
pemindaban, dan pemerataan Ketenagaan dalam
Daerah pada pendidikan anak usia dinig,
pendidikan  nonformal, tenaga  kebudavaan
pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah
menengah pertama sesual peraturan perundang-
undangan dan kewenangan yang didelegasikan;

. melaksanakan pembinaan dan  pengembangan

kompetensi ketenagaan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonfarmal, tenaga kebudavasn
pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah
menengah pertama;

 INETYLSUT kon SO CENCATIEHT peraturan

perundang-undangan di bidang  pembinaan
ketenagaan;

.- melaksanakan  inventarisasi  dan  pendataan

permasalahan di bidang pembinaan  ketenagaan
sehagal hahan evaluasi;

. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur

[SOP) kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan,
merencanakan dan mengpordinasikan penerapan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
|SPM] sesual dengan bidang tugasnva dan
peraturan perundang-undangan;
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n, melaksanakan pemantauan dlan evaluas
pelaksanaan kegiatan Budang Pembinaan
Ketenagaan dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut,

0. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

p. menvusun laporan pelaksanaan kKegiatan Kepatda
pimpinan  sebagai  wujud  akuntahbilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

q. menvampaikan saran dan pertimbangan Kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan heralan lancar serta untul
menghindard penvimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unll kerjanva,

6. Ketentuan huruf g dan huruf i avat (3) Pasal 24 diubah
schingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

{1]

2}

13)

Pasal 24

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Tenagd

Kcbudavaan dipimpin oleh Kepala Seksi yvang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal,

dan Tenaga kebudavaan sebagaimana dimaksad pada

ayat (1) mempunyal tugas melaksanakan scbagian
tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam
penyviapan bahan perumusan  kehijakan  teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, (asilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga

Kependidikan pendidikan anak usiz dini, pendidikan

nonformal, dan tenapa kebudayaan.,

Untulk melaksanakan tugas sebagaimana dirnabksud

pada ayat (2], Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Monformal, dan Tenaga Kebudayaan mempunyval

rincian tugas .

A, menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anals Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Tenaga
Kebudayvaan berdasarkan peraturan perundans-

<3



el.

L]

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tabun
sebelumnya sebagai pedoman pelalksanaan Lugas;

. menjabarkan perintah pimpinan melalui

penghkajian permasalahan dan peraturan
perutidang-undangan  agar  pelaksansan  tugas
berjalan efekiif dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan

dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wertikal maupun herizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan Lugas,

. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjulk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

. merencanakan pendidik dan tenaga kependidikan

bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan
nenformal. dan tenaga kebudayvaan;

cmenviapkan  bahan  rekomendasi  penempatan,

pemindaban, dan pemerataan dalam Daerah pada
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan ansk
usia dini, pendidikan nonformal, dan  1enaga
kebudayaan SesUad peraturan perundang-
undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
menyiapkan rencana pengembangan karir pendidik
dan tenaga kependidikan pendidikan anak usi
dini, pendidikan nonformal, dan tenaga
webudayaan;

. menyiapkan bahan rekomendasi 1zin belajar bagi

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak
usia dini, pendidikan nenformal, dan  lenaga
kebudavaan  untuk  peningkatan  kualilikasi
pendidikan,

. mengelola administrasi kepegawaian Dagi pendidik

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia
dini, pendidikan nonformal, dan lenaga
kebudayaan;

. menyiapkan bahan dan  memproses  usulan

kenailian panglkat, mutasi, Zajl berliala,
pemberhentian,/ pensiun, pembuatan kartu suamiy
isteri, tabungan asuransi  pensiun  (taspen),
pengiriman  peserta pendidikan  dan  pelatiban

SR
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11,

idiklat] /bimbingan tcknis (bimtek], dan urusan
kepegawaian  lainnya, serta memelibara  file
kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal,
dan tenaga kebudayaan;

mengusulkan peningkatan kesejahreraan,
penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan pendidikan analk usia din.,
pendidikan nonformal, dan tenaga kebudayaan;

.menyiapkan dan mengelola data pendidik ¢an

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dind,
pendidikan nonformal, dan tenaga kebudayann;

menyiapkan hahan rancangan peraturan

perundang-undangan di  bidang pendidik  dan
tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal, dan tenaga kebudayaan;

.melaksanakan inventarizsasi dan pendataan

permasalahan di bidang pendidik dan  tenaga
kependidikan  pendidikan anak  usia  dini,
pendidikan nonformal, dan tenaga kebudavaan;

. menyviapkan bahan dan menyusun konscp Standas

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada Seksi
Pendidik dan Tenagn Kependidikan Pendudilean
Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Tenaga
Kebudayaan untuk peningkatan kualitas pelavanar
publil;

merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
[(SPM) scsuai dengan bidang tugasnya dan
peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan pemantauan dan evallas

pelaksanaan kegiatan Scksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan  Pendidikan  Anak  Usia i,
Pendidikan Nontormal, dan Tenaga Kebudayaan
dengan cara mengukur pencapalan program kera
vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindal lanjur;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam ranghka peninglkaian
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyusun laporan pelaksanasn kegiatan Repada

punpinan  secbagai  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan Kegiatan;

menvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis herdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar seria untuk
menghindari penyimpangan; «an
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v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Ketentuan huruf g dan huruf i ayat (3} Pasal 25 diubah
sehingga Pasal 25 berbunyl scbhagal berilaut

(1)

(2]

)

Pasal 25

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Dasar dipimpin oleh Kepala Selksi vang berkedudulkan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepald
Bidang Pembinaan Ketenagaan.
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam
penviapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga
kependidilean Sekolah Dasar,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (2), Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Sekolah Dasar mempunyal rincian

tugns:

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnyva schagal
pedoman pelaksanaan Tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalud
pengkajian permasalahan clan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efekiif dan efisien;

v. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun terfulis guna  kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakatn koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik wvertikal maupun horzontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

{. menviapkan bahan penvusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnya guna mendukung kelancatan
pelaksanaan kegiatan;

&
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menyediakan pendidik dan tenaga  kependudikan
bagi Sekolah Dasar;

menyiapkan bahan rekomendasi penempatan,
pemindahan, dan pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Dasar dalam Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan;

menyviapkan rencana pengembangan karir pendiucdilk
dan tenaga kependidikan Seckolah Dasar;
menyiapkan bahan rekomendasi izin belajar bagi
pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar
untul peningkatan kualifikzasi pendidikan;

- mengelola administrasi Kepegawaian bagl penedidik

dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar,

. menyiapkan bahan dan  memproses  usulan

kenaikan  pangkat, mutasi, gaji  berkala,
pemberhentian /pensiun, permbuatan kATt
suami/isterd, tabungan asuransi pensiun (taspen,
pengiriman  peserta pendidikan dan pelatihan
[dikdat) /bhimbingan teknis (himtek), dan  urusan
kepegawalan  lainnya, serta memelihara  file
kepegawainn  pendidik dan tenags  Kependidikan
Sekolah Dasar,

mengusulkan peninglkatan kesejahteraan,
penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik dam
tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

menyiapkan bahan rancangan peraturan
perundang-undangan di  bidang pendidik  dan
tenags kependidilean Sekolabh Dasar;

melaksanakan  Inventarisasi  dan  pendataan
permasalahan di bidang pendidik dan rtenaga
kependidikan Sekolah Dasar;

Lmenyiapkan bahan dan menyusun Konsep Standal

Operasional Prosedur (SOP] kegiatan pada Seksi
Pendidik dan Tenaga kependidikan Sekolab Dasar
untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
merencanakan, menvusun konsep dan menerapkan
pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
(8FM) sesuai  dengan  bidang  tugasnya  ddn
peraturan perundang-undangan;

. melaksanakan pemantauan dan evallasi

pelaksanaan kegiatan Sekst Pendidik dan Tenaga
Kependidikan  Sekolah Dasar  dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang lelah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kena bawahan

berdasarkan sasaran kerja pegawal dan penlaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangks peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi,

J ¢



g, menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagal  wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

8. Ketentuan huruf g dan huruf i ayat (2) Pasal 26 diubah
schingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

(1]

(2]

()

Pasgal 26

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi vang
berkedudukan di bhawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], mempunyai tugas melaksanalan
sehagian Lugas Kepala Bidang Pembinaan ketenagaan
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, PerngawasaL,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada avat (2]}, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Sekalah Menengah Perlama

mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Menengah  Pertama  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi lkegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
nigas;

b. menjabarkan perintah plmpinan melali
pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan  agar  pelaksanaan  tugas
berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan
dan kompetensinya serta memberikan arahan batk
secara  lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanalkan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizental
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
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dalam rangka sinkronisasi dan  harmonisis
pelaksanaan tugas;

. menelagh dan mengkaji peraturan  perundang

undangan sesual lingkup tugasnya scbagal bahan
atau pedoman untuk melaksanalkan kegiatan;
menviapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

. menvediakan pendidik dan tenaga kependidikan

Sekolah Menengah Pertama;

.menyiapkan bahan rekomendasi  penempaltian,

pemindahan, dan pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam
Daerah sesual peraturan perundang-undangan dar
kewenangan vang didelegasikan,

menyiapkan rencana pengembangan karir pendidik
dan tenaga kependidikan Sekolah  Menengah
Pertama;

. menyiapkan bahan rckomendasi izin belajar bagi

pendidik  dan  tenaga  kependidikan  Sckolah
Menengah Pertama untuk peningkatan kualifikas)
pendidikan;

.mengelola administrasi kepegawaian bagl pendidik

dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah
Periamsa;

menyviapkan bahan dan memproses usulan
kenaikan panglat, mutasi, gaji berkala,
pembernentian/ pensiun, pembuatan Kartu suanmi/
isteri, tabungan asuransi pensiun  {taspen),
pengiriman  peserta pendidikan dan  pelatihan
(diklat)/ bimbingan teknis [bimiek, dan urusan
kepegawaian  lainnva, serta  memelihara  lile
kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan
Sekolah Menengah Pertama;

. mengusulkan peningkatan kesejahteraan,

penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik dan
tenaga kependidilkan Sekolah Menengah Pertama;

-menyiapkan dan mengelola data pendidik dan

lenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
menyiapkan hahan rancangan peraturan
perundang-undangan di bidang  pendidik. dan
tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

.melaksanakan inventarisasi dan  pendataan

permasalahan di bidang pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Menengah Portama;

.menviapkan bahan dan menvusun konsep Standar

Operasional Prosedur [SOP] kegiatan pada Seksi
FPendidik dan Tenaga Kependidikan Sekaolab

0
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Menengah Pertama unftuk peninglatan kualitas
pelayvanan publik;

g.a. merencanakan, menyusun konsep dan menerapkan

pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal
[SPM| sesual  dengan bidang tugasnya dan
peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dengan
cara mengukur pencapaian program kerja vang
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan
tindak lanjut;

5. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
herdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja scsual ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanlosi;

t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepads
pimpinan  scbhagai  wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan,

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun fertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar scrta untuk
menghindari penyimpangan; dan

v, melaksanakan tugas kedinasan lain dar pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

9, IMantara huruf n dan huruf o ayat [3) Pasal 29
disisipkan 1 (satu] huruf yakni huruf n.a sehingga Pasal

29

(1)

(2]

(3]

berbunyi sebapai berikut :
Pasal 29

Seksi Sejarah dan Tradiei dipimpin oleh Kepala Selsi
yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawah
kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
Repala Seksi Sejarah  dan Tradisi sebagaimana
dimaksud pada avat (1), mempunyal (ugas
melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang
Kebudayaan dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan  ieknis, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasg,
evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sejarah
dan tradisi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudd
pada ayvat (2}, Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi
mempunyai rincian tugas ;
a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi
Segjarah  dan  Tradisi  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan



tahun sehelumnya sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

. menjabarkan perintah pimpinan mielalui

pengkajlan permasalahan dan peraturan

perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efelktil dan efisien;

. membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan

dan kompetensinya serta memberilkan arshan baik
secare  lisan maupun tertulis guna kelancaran

pelaksanaan tugas,

.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
[nstansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serts

dalarm  rangka sinkronisasi dan  harmonisasi
pelaksanaan rugas;

- menelaah dan mengkaji peraturan  perundang-

undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan

atau pedoman untuk melaksanakan Kegiatan:

. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesum

lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan,

.menyiapkan bahan  pembinaan  sejarah lokal
Daerah;

cmenyiapkan  bahan  pelestarian tradisi yang
masvarakat penganutnya dalam Daerah;

i. menyiapkan bahan pembinaan komunitas dan

lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah;

. menyiapkan bahan pembinaan lem bz

kepercavaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yvang

masvarakat penganutnya dalam Daerah;

.menyiapkan bahan pembinaan  dan  fasilivas

registrasi/ pendaftaran budaya tak benda;

. menviapkan dan mengelola data sejacah, adisi,

komunitas, lembaga adat, lembags kepercaviarn

terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerab:)

. menyiapkan bahan FANCAngan peraturan
perundang-undangan di bidang cagar budaya dan
PeTMUSE LITIAED;

. melaksanakan inventarisasi dan pendataan
permasalahan  di  bidang cC¢agar Dbudaya dan
permuscuman sehagal bahan evaluasi;

. menyusun  konsep  dan  bentuk  kegiatan

perlindungan bahasa daerah serta pemanlaatan

bahasa nasional di daerah  melalul keglatan

inventarisasi bahasa daerah yang berkembang di

masyarakat, penyiapan bahan pembinaan bahasa

dacrah dan nasional, sosialisasi pemasyarakatan
bahasa daerah dan nasional sesuai dengan kaidab

{'H'\',
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penggunaan  bahasa yang benar, dan fasilitasi
kegiatan pekan bahasa di  masyarakal  serta
evaluasi penggunaan bahasa daerah dan nasional
dalam masyaralkat.

0. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur {(SOP) kegiatan Seksi Sejarah
dan Tradisi untuk peningkatan kualitas pelavanan
publik;

n. melaksanakan PemmAT tauan dan evaluas
pelaksanaan kegiatan Secksi Sejarah dan Tradisi
dengan cara mengukur pencapalan program kerja
vang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindals Janjut;

aq. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. menvusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai wujud  akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

5. menyvampaikan saran dan pertimbangan kepada
pitnpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
lajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penvimpangan; dan

L. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

10. Diantara hurof k dan huraf | oavat (3] Pasal 30
disisipkan 4 {empat) burul yakni huruf k.a, huraf kb,
huruf k.c dan hurul k.d sehingea Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut :

{1

2]

(3)

Pasal 30

Scksi Resenian dipimpin oleh Kepala Seksi vang
herkedudukan di bawah dan bertanpgung jawahb
kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
Kepala Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud pada
aval [1] mempunvai tugas melaksanakan scbagian
tugas Rkepala Bidang Kebudayvaan dalam penviapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasl, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
kesenian.

Untuk melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud

pada avat (2] Kepala Seksi Kesenian mempunyai

rincian tugas :

a, menyusun rencana dan program kegiatan Secksi
Kesenian  berdasarkan peraturan  perundang
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
schelumnyva sehagal pedoman pelaksanaan tugas:

@
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b, menjabarkan perintah pimpinan melalui

pengkajian permasalahan dan peraturan
perundang-undangan agar pelaksanaan  tugas
berjalan efektif dan cfisien;

- membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan

dan kompetensinva serta memberilkan arahan baik
secara lisan maupun tertulis puna kelancaran
pelaksanaan tugas;

.melaksanakan koordinasi dan konsultas dengan

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, sert:
dalam  rangka sinkrondsasi  dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

.menelaah dan mengkaji peraturan perundang

undangan sesual lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

. menyiapkan bahan penvusunan petunjulk teknis,

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesual
lingkup tugasnva guna mendukung kelancaran
pelalesanaan kegiatan,

. menyiapkan bahan pembinaan dan  pelestarian

kesenian tradisional Daerah;

. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan

pengembangan kesenian tradisional Daerah dalam
rangka pelestarian dan peningkatan apresiasi
kesenian;

menylapkan dan mengelola data kesenian
tradisional Daerah dan pelakue kesenian tradisional
Daerah;

. menviapkan dan mengoordinasikan pengiriman

delegasi/kontingen seni budaya Daerah dalam
kegiatan atraksi dan promosl daerah, pentas seni,
karnaval, dan sejenisnya;

k. menyiapkan bahan TANCATIET peraturan
perundang-undangan di bidang kesenian;

k.a. melaksanakan inventarisasi sastra VAR
berkembang di masvarakat sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

k.b. melaksanakan fasilitasi kegiatan perkembangan
sastra di masyaralkat;

k.c. mengadakan lomba menulis puisi, cerpen dan
fotoprafi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;

k.d. melaksanakan sosialisasi dan penyvuluhan tentang
sastra kepada masvarakar;

l. melaksanakan  inventarisasi dan  pendataan

permasalahan di bidang kesenian sebagai bahan
evalluasi;

{5\(
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m. menyviapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional  Prosedur (SOP)  kegiaman  Secksi
Kesenian untuk peningkatan kualitas pelayvanan
publik;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatem Seksi Kesenian dengan cars
mengukur pencapaian program kerja yang telab
disusun untuk hahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilalkuo
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  sebagai  wujud  akuntabilitas  dan
Lransparansi pelaksanasn kegiatan;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepadn
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kepiatan berjalan lancar serta uniuk
menghindar penyimpangan, dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal [l

Peraturan Bupall ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

2021,
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Petaturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendal
Pada tangpal 20 Desember 2020
BUPATI KENDAL,
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MIENA ANNISA
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